LAMPIRAN

SURAT GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR
TANGGAL

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

NO

RUMUSAN RAPERBUP

SARAN PENYEMPURNAAN

KETERANGAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Tetap

Menimbang

: a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tata

pemerintahan yang baik (geed—governranee), sistem

keuangan perlu diselenggarakan secara profesional,

terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan

Menimbang

a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tata

pemerintahan yang baik, sistem keuangan

perlu diselenggarakan secara

profesional,

Disempurnakan




pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang
Dasar 1945;

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan
standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, perlu
adanya mendasari

Kebijakan  Akuntansi yang

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 85/PMK.05/2011 tentang Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor
17 Properti Investasi, Proses akuntansi dan pelaporan
keuangan atas properti dilaksanakan berdasarkan
Pernyataan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Nomor 17 Properti Investasi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan

Akuntansi Properti Investasi;

terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penerapan standar Akuntansi Pemerintahan
berbasis akrual, perlu adanya Kebijakan
Akuntansi yang mendasari penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2011
tentang Pernyataan = Standar  Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti
Investasi, Proses akuntansi dan pelaporan
keuangan atas properti dilaksanakan
berdasarkan Pernyataan Standar akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17
Properti Investasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Properti

Investasi;




Mengingat : 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5414);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Tetap

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PROPERTI INVESTASI.

Tetap

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Disempurnakan.




Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan
praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah
Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan
sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa
atau untuk tujuan administrarif atau dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur Aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Entitas Pelaporan
yang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara

lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Akuntansi adalah proses identifikasi,
pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penyajian laporan, serta

penginterpretasian atas hasilnya.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar,
konvensi, aturan dan praktik spesifik yang
dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman
dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun antar entitas.
Investasi untuk

Properti adalah  properti

menghasilkan pendapatan sewa atau untuk
meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan
tidak untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat
umum, dalam produksi atau penyediaan barang
atau jasa atau untuk tujuan administrarif atau
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

adalah

terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian

Pengakuan proses penetapan




10.

11.
12.
13.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/
pengguna barang yang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas
Pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
Pemerintah Daerah adalah Bupati
yang
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan  Daerah memimpin  pelaksanaan  urusan

atau peristiwa dalam catatan Akuntansi
sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-
LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan
beban, sebagaimana akan termuat pada laporan
keuangan Entitas Pelaporan yang bersangkutan.
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang
untuk mengakui dan memasukkan setiap pos
dalam laporan keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang
menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan
pengguna anggaran/ pengguna barang yang
Akuntansi  dan

wajib menyelenggarakan

menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada Entitas Pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan
yang terdiri dari satu atau lebih Entitas
Akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai




10.

11

13.

dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum
dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BMD adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah.

. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
12.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

Disempurnakan.
Perlu dipastikan
tabulasi yang

6




Pasal 2

(1) Sistematika Kebijakan Akuntansi Properti Investasi terdiri atas:
a. pendahuluan;

definisi;

properti investasi;

pengakuan;

pengukuran;

penyajian properti investasi;

pengungkapan;

5@ ™o a0 o

. alih guna;

e

pelepasan; dan
j- ketentuan transisi.
(2) Uraian Kebijakan Akuntansi Properti Investasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1) Sistematika Kebijakan Akuntansi Properti

Investasi terdiri atas:
a.pendahuluan;

b.definisi;

c. Properti Investasi;
d.Pengakuan;

e.Pengukuran;

f. penyajian Properti Investasi;
g. Pengungkapan;

h. alih guna;

i. pelepasan; dan

j. ketentuan transisi.

(2) Uraian  Kebijakan  Akuntansi  Properti

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

terdapat dalam
lampiran  sesuai
dengan ketentuan
Pasal ini.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Properti Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berlaku bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah.

Tetap

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Tetap




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal ...

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ... NOMOR ...

Catatan:
Lampiran mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.




